BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 70 TAHUN 2012

TENTANG

PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

o

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
ketentuan Pasal 52 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu tentang Pajak Daerah perlu diatur Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Indragiri Hulu;

bahwa Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak tersebut
menjadi pedoman dalam penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Kena
Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penentuan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



Menetapkan

9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak
Daerabh;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang

Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah;

13. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) dan Bentuk serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PENENTUAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 2

(1) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hulu untuk wilayah Kabupaten
Indragiri Hulu.

(2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diubah dengan mempertimbangkan perekonomian wilayah dengan
perubahan tidak melampaui batas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO



